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ABSTRAK 

 

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana 

Desa adalah dana yang diperoleh dari APBN dan diberikan untuk Desa yang 

dialihkan lewat Anggaran Belanja Daerah Kabupaten. Pemanfaatan dana Desa 

difokuskan pada bidang perbaikan Desa dalam perbaikan sarana dan prasarana 

kesehatan penduduk, upaya ekonomi serta pengetahuan sosial, serta bidang 

penguatan penduduk Desa dengan menciptakan wirausahawan, dan memperluas 

ekonomi pribadi lewat pengadaan atau bantuan modal. Metode yang digunakan 

adalah deskriptif dengan menggunakan penelitian kuantitatif yang diharapkan dapat 

memberikan gambaran pelaksanaan dan kejelasan yang tepat dan akurat mengenai 

Pelaksanaan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa 

Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

 

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam memahami maksud strategi pembangunan setiap lembaga 

diperlukan satu acuan administrasi saat penanganan pembangunan serta 

strategi pemerintahan lain sehingga dapat dirasai kegunaannya oleh 

masyarakat. Pencapaian atau kekecewaan strategi pembangunan Desa 

Sumbergondo banyak diputuskan oleh tingkat acuan kepala Desa terikat 

prestasinya, khususnya sepanjang kepala Desa  merancang, mendorong, 

memotivasi, menuntut, membicarakan serta perwujudannya bisa dilaksanakan 

dengan benar.  

Desa merupakan ujung tombak organisasi penguasa Negara dalam 

membuat kemajuan usaha dimulai dari penguasa Negara pusat. Hal ini karena 

Desa dekat dengan penduduk maka strategi dari penguasa Negara lebih mudah 

disalurkan. Desa berperan dalam pengelolaan serta menyusun sesuai dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang mengatakan 

bahwa desa memiliki kewajiban di bidang pengelolaan dalam mensejahterakan 

warga desa dengan menyalurkan dana berbentuk ADD. 

Ompi (2012:6) asas kedaulatan daerah memakai asas kedaulatan yang 

luas untuk daerah diberikan kekuasaan mengusahakan serta menyusun segala 

kegiatan pemerintahan eksternal yang merupakan kegiatan pemerintah yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, isi serta jenis kedaulatan 

untuk tiap daerah berbeda. Namun, pancang dalam kedaulatan daerah tetap 

sama, yakni pengelolaan kedaulatan daerah mesti konsisten berorientasi pada 

pengembangan keselamatan masyarakat melalui mengamati keperluan serta 

suara yang keluar dari rakyat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

mengenai penguasa daerah telah disusun dalam perwujudan bentuk sentralisasi 

di Indonesia, yang mana penguasa pusat mewariskan kekuasaan yang 

bertambah banyak untuk daerah dalam melaksanakan rangkaian metode, 

prosedur, dan langkah persiapan yang bisa menanggung kemajuan perbaikan 

(Thomas, 2013:105-124). 



Pembangunan desa memiliki peran penting serta cara dalam hal 

perbaikan nasional serta perbaikan Kawasan lingkungan, karena terkandung 

makna yang merata perbaikan serta hasilnya berhubungan dengan kebanyakan 

warga yang domisili di pedesaan dengan upaya mengembangkan kedamaian 

mereka (Sofiyanto, et al, 2016:63-76). 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perencanaan Penanganan Keuangan Dana Desa Dalam 

Menunjang Perbaikan di Desa Sumbergondo? 

2. Apa variabel Pendukung serta variabel Penghambat Perencanaan 

Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Sumbergondo?  

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Untuk memahami perencanaan penanganan keuangan dana desa di Desa 

Sumbergondo.  

2. Untuk memahami variabel pendukung serta variabel penghambat 

Perencanaan Penanganan Keuangan Dana Desa di Desa Sumbergondo. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari uraian di atas maka manfaat dari eksplorasi ini, ialah: 

1. Manfaat Teoritis: Hasil eksplorasi ini diinginkan mampu meninggalkan 

sumbangsih dalam pengembangan ilmu pemahaman khususnya berkaitan 

dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa 

Sumbergondo. 

2. Manfaat Praktis: Hasil eksplorasi ini diinginkan bisa meninggalkan dedikasi 

serta bahan evaluasi untuk pihak terkait dalam peningkatan bidang yang 

sesuai. 
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